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ABSTRAK

GIFANI SAFITRI .Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli
Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang).Di bimbing oleh (Bapak
Agus Muchsin dan Bapak Rahman Ambo Masse).

Pembatalan akad merupakan rusaknya suatu akad disebabkan karena adanya
pembeli yang tidak memenuhi kontrak. Seperti yang terjadi di Monginsidi Motor
Kabupaten Pinrang, pembatalan terjadi disebabkan karena pembeli tidak dapat
melanjutkan kredit mobilnya, sehingga mobil tersebut diambil kembali oleh pihak
pemilik usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembatalan akad yang
terjadi di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang dan tinjauan hukum Islam terhadap
pembatalan akad. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan
dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasispAdapunsitehknikganalisis datagyangedigunakanmyatitugreduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Adapun bentuk pembatalan di
Monginsidi motor Kab. Pinrang yaitu pembatalan karena khiyar yaitu pembatalan
pada barang karena adanya barang demgan kualitas dan harga yang lebih sesuai.
Pembatalan dengan Igalah, pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan
alasan kerusakan barang tidak dapat dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten
Pinrang, kecuali pihak pemilik usaha membatalkan akad dengan alasan tertentu
disebabkan karena kelalaian pembeli. Pembatalan Karena Tidak Adanya Tanfidz,
pembatalan akad dapat dilakukan oleh pihak penjual jika pihak pembeli tidak dapat
melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Pembatalan karena
berakhirnya akad, transaksi akan berakhir dengan sendirinya jika pembayaran juga
telah diselsaikan. 2). Praktek pembatalan akad di Monginsidi: Motor Kabupaten
Pinrang sesuai dengan prinsip=prinsip. hukum Islam yaitu: Prinsip tauhid, prinsip
amar ma ruf nahi mungkar, prinsip.keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan,
prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi.

Kata kunci: Pembatalan akad, Tinjauan, Hukum.Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup

lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal

mulanya aktivitas bisnis secar yang jelas ada dalam masyarakat

adalah jual beli telah ola tradisional sampai pada
pola modern. Jua lam Islam tidak Namun Islam sangat
ermuamalah
.......... : an selama tide dalil yang
esuai kaidah figh: “pe : a akad dan
sah selama tidakada atalkan dan
nya. tersebut dapat dipaha : rusan dunia
per uamalah, Islam membe S ada manusia
rnya  sesuai _dengan kemaslahatan mereka, Syarat tidak
ntuan-keten umum yang ada dala: syara”.1
entang jual beli r ﬂ"‘g, | ian dari muamalah rus-menerus
suai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan alam sistem
L L Ao YA S al jual beli
adil dalam
mencapai kemaslahatan. Jual beli harus'dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun
jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual
belikan, dan sighat berupa ijab dan gabul. Sedangkan syarat jual beli di antaranya

adalah adanya keridahan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan

! Rachmat syafe’l, Ilmu ushul Fighi, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h, 283.
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berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa,
berakal, baligh, serta merdeka. Sebagai mahkluk sosial, manusia tidak lepas untuk
berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak

mampu untuk memenuhinya, dan ubungan dengan orang lain. Hubungan

antara satu manusia denga nuhi kebutuhan, harus terdapat
aturan yang menjel
dalam kerangka me proses untuk

satu hal yang

cara untuk

ariat Islam yang ban kehidupan

cara yang di ridhai All an isinya.’

ya telah disyariatkan d da juga jual
beli ya ada juga jual beli yang di sihka nya. Salah

h jual beli panjar (uang

muka) lid uang yang kan dimuka
oleh sec ¢ I tersebut dila , maka uang
maka akan

ebagai  sanksi

pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad.

Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar panjar, maka ia

2 Dimyauddin Djuwaini, pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008)
h, 47.
¥ Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012) h, 71.
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kehilangan panjar tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang
menerima panjar, maka dia mengembalikan panjar sebesar jumlah panjar yang
diterima.*

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan dalam

kehidupan sehari-hari. Namun, kad ita tidak menyadari bahwa apa yang kita

lakukan merupakan suatu pe entu saja memiliki akibat-akibat
hukum tertentu. Perjan peli i , 1 sederhana tentu saja tidak
menimbulkan masalah, teru j diperjual belikan tersebut hanya

eh pembeli,

yang berlangsung ant mbeli tidak
anjian jual beli yang : idak jarang
g memerlukan aturan atur tentang
ng timbul dalam perjanjian i. ran jual beli
AN secara C

lam dan pe perundang-

) merupakan suat endasar, ba jenis barang

angkan maup

v R EPARE

. Begitupun an jual beli
Kabupaten
antara pemilik
usaha dengan pembeli dengan perjanjian secara lisan dan tulisan, serta menggunakan
dengan surat perjanjian, karena itu ada beberapa pembeli yang terkadang

membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas, baik

* Shalah ash-Shawi, Figh Ekonomi Keuangan Islam(Jakarta: Darul Hag, 2004) h, 88.
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itu dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
perlu ditetapkan aturan tentang pemutusan transaksi. Aturan tentang pemutusan
transaksi kedua belah pihak ditetapkan untuk menjamin tergantinya kerugian yang

ditimbulkan.

Berdasarkan survei awal yan kan oleh calon peneliti penjualan yang

dilakukan oleh monginsidi 4 meningkat karena permintaan
alan tersebut ada beberapa

penulis tertarik

untuk Terhadap
. Pinrang)”
dengan aimana tinjauan hukum patalan akad

jual bel i monginsidi motor Kab
elakang yang telah dijelask 1salah dalam
1.2.1 onginsidi motor K

rang?

pembatalan ¢ monginsidi

dari penelitian
yaitu:
1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pembatalan akad di Monginsidi motor Kab. Pinrang.

1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terdahulu
Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur artikel dan skripsi yang ada di

internet, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai

pembatalan akad. Beberapa peneli agai berikut:

Penelitian yang di 1 berjudul “Tinjauan Hukum

pembatalan
akad di , ; en Magetan da : , pembatalan
akad ju yaitu ketika
ual beli, penjual hanya panjar saja,
uang sebagai ganti rugi g dilakukan

aan akibat hukum da ad jual beli

5

g.
am terhadap
g dilakukan
kum dalam
pedagang.
ahas tentang
pembatalan akad jual beli yang dilakukan oleh satu pihak saja. Penelitian yang

dilakukan oleh Agus Nasir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

5Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang merah
berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan), Skripsi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta ( Yogyakarta, 2005) h, 2.
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pembatalan Jual Beli Jagung ”(Studi di Desa Kebonagung, Kecematan Tegowanu
Kabupaten Grobogan)” dapat disimpulkan bahwa pembatalan akad di Desa
Kebonagung, Kecematan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam hal ini, pembatalan

tersebut diketahui kebanyakan karena kesalahan dan kelalaian seorang sopir yang

terlambat menututpi jagung, namun te ecacatan pada jagung yang akan dijual ke

pabrik yaitu jagung menjadi abrik tidak mau membeli jagung
tersebut sehingga ten engembalikan ebut dengan alasan ada
jagung tersebut bahwa
dah di beli

rik terhadap

am  terhadap

g dilakukan

“ Tinjauan
s toko Hani
disimpulkan
bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan suatu dengan suatu yang

lain, hukum Islam memberikan solusi pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli

®Agus Nasir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung ( Studi di Desa
KebonAgung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan), Skrpsi Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, (Semarang, 2016), h, 7.
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yang telah terpenuhi yakni berupa khiya. Khiyar majelis adalah antara penjual dan
pembeli boleh mimilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama
keduanya masih ada dalam satu majelis atau tempat. Pada jual beli sepatu terdapat

ketidak cocokan seperti orang yang ia belikan, barang yang dibeli tidak sesuai.

Mayoritas baik penjual dan pembeli an Desa Bagu, Kecematan Pringgarata

Lombok Tengah melaksa khiyar majelis, khiyar syarat,
maupun khiyar aib, n etahui bahwa hal tersebut
dinamakan khiyar.
ad jual beli
scara S F ' elitian  yaitu
peneliti eh Niswatin membahas i r dalam jual
elitian yang dilakukan i ahas tentang
bentuk : beli mobil.”

2.2Tin

enurut etime daalah tukar

ual beli (al-

"Niswatin Asparini, Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli sepatu secara
sepihak oleh pembeli (studi kasus toko Hani Fashion Desa Bagu Kecematan Pringgarata Lobok
Tengah, skripsi Universitas Islam Negeri Mataram (Mataram, 2018) h, 13.
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Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang
dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.® Pengertian ini diambil

dari firman Allah Swt dalam surah Al-Bagarah/2: 16.

> sk

o 5 _ " % P ;fl& 2 0 ,,.4,.‘0114
VU Cpdigh 188 g 285588 chayy Wb (oagdly ATl 15 50 (uall alal )

Terjemahnya

Mereka itulah ora
beruntung perni

an petunjuk, maka tidaklah
ndapat petunjuk.’

2.2.1.2
nsaksi dapat
terlaksa untuk melaksanakan s maka perlu

adanya j k memenuhi syarat-sy a rukun jual
a. Piha : i i aitu penjual

b. Bara diakadkan (ma’qu

c. Shige ) yaitu ijab d kesepakatan jual beli dan
uang dari ligean n dari penj
“ R REPKRE

atau yang ’ gandung arti ijab

isalnya bisu

dan gabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan

8Ahmad wardi muchlis, Figh Muamalah, ( Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010) h, 173.

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Edisi 2002; Jakarta: CV Darus sunnnah,
2014), h. 4.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh muamalat Sistem Transaksi dalam figh Islam (Cet I,
Jakarta: Sinar Grafika Offest) h, 28.
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hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas
menunjukkan kerelaan adalah ijab dan gabul.*
2.2.1.3 Syarat berlakunya transaksi jual beli

Transaksi jual beli dilakukan harus memperhatikan batasan-batasan syariat

sehingga transaksi dilakukan terseb melanggar ketentuan, oleh karena itu

seseorang yang melakuka s. memperhatikan syarat jual beli
yang sah berdasrkan beli dalam islam yaitu:

a). Berakal, seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam

b). Keh iri KS Us sukare : sa.

c). Men arus mengetahui kejela jualnya.

d). Suci ] ang diperjualbelikan ti s dan bukan

aat, barang yang diperjual at dan tidak

f). imiliki udah  memiliki jual barang

pun telah

9). i ahkan akan

h). ljab dan gabul transaksi harus saling terhubung, tidak terpisaah meski berbeda

tempat.

"Hendi Suhendi, figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h, 70.
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10

i). Lafadz dan perbuatan harus jelas, pengucapan menjual dan membeli harus jelas
agar tidak ada kekeliruan.

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat:

a) Hak kepemilikan dan wewenang

Hak milik adalah hak

arang di mana hanya orang Yyang
memilikinya yang mampu itu selama tidak ada halangan
syar’i, dengan demiki
dan orang i sebagai pemilik

atas bar ‘ rang mereka

i i ena masing-
untuk memanfaatkan ( ang mereka
syar’[ yaitu mereka dib ang lain.
nang adalah kekuasaan i oleh agama

ah transaksi. Ada dua jenis . wewenang

inya sendiri

adalah

masing

orang lain
dua macam,
kuasaan dan

, wali yang

b) Hendaklah pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja
pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan

belum terlaksana.'?

'2 Wahbah Az-zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu (Cet, | Jakarta: Gema Insani, 2011) h, 48.
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11

2.2.1.4 Hal-hal yang dilarang dalam Jual Beli
Ketidakjelasan transaksi terjadi menjadi empat kategori:
a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi

jenis, macam, dan jumlahnya.

b. Ketidakjelasan mengenai harga ga tidak boleh seorang penjual menjual

dengan barang yang sa ngan sesuatu yang harganya akan
tetap.

c. Ketidakjelasan mengena erlakunya transaksi harus jelas,

d. i anm

pem Artinya, seseorang di an sesuatu.

dua

a. pen orang yang dipaksa m a melakukan
g di an, seperti karena diancam ul yang bisa
an anggota b
b. tidak penu biasa, atau
nganiyaan.
akunya jual
beli sey ahun” maka

atasan waktu.

Keempat, adanya unsur kebohongan atau spekulasi.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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Kelima, adanya kerusakan. Dimaksud dharar atau (kerugian) adalah barang
yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari
harganya.*®

2.2.1.5 Dasar hukum kebolehan jual beli.

Adapun dalil dari Al-Qur’a an Allah Q.S An-Nisa/4: 29.

L1501 Y Tl (el

o gz T3

Lm0 8 41 &) il

akan harta
Anaan ial N V3 scuali dengan ala agaan yang
: membunuh

 bathil yaitu
a umat dan
syara’ baik
r ganti yang
akadkan itu
alam ayat di
atas ada ) tidak boleh
dalam ayat
gangan, dan

perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.™

BWahbah Az-zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu h, 55.
“Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan teremahnya, h. 84.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh muamalat Sistem Transaksi dalam figh Islam,
(Jakarta: Amzah, 2010) h, 26.
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2.2.2 Teori Pembatalan
Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan adalah fasakh. Fasakh menurut
istilah adalah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya,

seakan-akan tidak pernah ada. Adapun contoh dari fasakh adalah fasakh karena

igalah, fasakh sebab dianggap seb adanya balasan tidak adanya komitmen

pelaksanaan pihak lain dalan iyar, fasakh karena alasan-alasan

yang datang kemudia Kemustahilan pe n, fasakh karena bangkrut,

fasakh karena adanya putusan dari pengadilan dé asakh karena keberhakan

gadai, dan pernikahan.

ya boleh, tidak mempu um terhadap

dua jam-meminjam, uang, syirkah,
an, d ah.
c). Aka yang memp pihak bukan
perti kafalah
erbuatan kar i wasi h.'e
akad-akad

a fasid seperti
menjual seseuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara
maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur

hukum.

'®Abdul hayyie al-Qatani, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul insane, 2007), h. 350.
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b). Pembatalan karena adanya khiyar. Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar
syarat, khiyar aib, khiyar ni’yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan
pun, kecuali dalam khiyar aib setelah barang diterima menurut ulama hanafiyah

tidak boleh dibatalkan kecuali karena persetujuan kedua belah pihak atau dengan

keputusan hakim.
¢). Pembatalan dengan iga angan igalah adalah pembatalan
akad dengan perse ‘ iha eseorang diantara mereka
kan. Hal ini hukumnya
d). pembatalan

njalankan komitmenny: nagid.

hirnya masa akad atau . Akad akan

rinya akan berakhir den a atau target

ri akad telah tercapai, se masa akad

terlunasin lah, sudah

dalam & ila pi i : ukum, baik
an, kontrak
ersebut, yaitu
apakah diwakili oleh wali atau pengampunya, atau setelah dia sudah berumur 21
tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

Demikian halnya apabila orang yang belum dewasa telah diwakili oleh

walinya atau orang yang dibawah pengampuan telah diwakili oleh pengampunya

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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untuk keperluan atau kemanfaatan anak yang dibawah umur atau orang yang di
bawah pengampuan tersebut, dianggaplah ia melakukan perjanjian dalam keadaan
cakap, sehingga apabila ia akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, ia

hanya dapat menuntut kepada walinya atau pengampunya, jika ada lasan untuk itu.Di

samping karena belum dewasa a dibawah pengampuan, pihak yang

melakukan perjanjian juga erjanjian atau kontraknya jika
kontrak tersebut dibu kesesatan, atau penipuan.

a keadaan sebagaimana

a bagi orang
yang tic kontrak hanya dapat g ang tersebut
n atau pihak lawan ter leh manfaat
i kepentingannya. Pe sebagaimana
ula disertai dengan tuntut ggant ya rugi dan

alasan untu perjanjian de lasan-alasan

elah disebu (lima) tah

elum dewP, AinngAaRtEgal kede

4. Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya kekhilafan itu
5. Dalam hal penipuan, sejak diketahuinya penipuan itu
6. Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditor (action paulina), sejak

adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.
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Jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sebagai alasan
tuntutan pembatalan, tetapi dalam hal diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan

tentang adanya pembatalan, tidak dibatasi oleh jangka waktu.’

Suatu perjanjian yang di dalalamnya mengandung unsur penyalahgunaan

ditutup dalam suasang ruhnya maupun sebagian
pada waktu
digolongkan
a ini, yaitu
karena f an penipuan.

aan keadaan dihubungk ; au “isi” dari
perjanji pasal 1320 BW  per i emi hukum.
Sebalik abila alah gunaan keadaan dihubun deng at kehendak
sebagai ang ditetapk t’ dalam pa ) BW, maka
perjanji oukannya bat lainkan dapat dim pembatalan

ke peng Dengan demikian, unaan keadaan leb t digunakan

yang mR/AbR EEA REkehendak perjanjian,

"' R. Soeroso, perjanjian dibawah tangan pedoman praktis & Aplikasi hukum, (Jakarta: Sinar
Graffika, 2011), h. 46-48.

'8 Marilang, Hukum perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian, ( Makassar : Alauddin
University Press, 2013), h 242-244.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



17

2.2.2.1 Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (dwaling)
Jika kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh
kesan/ pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan.

Pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan (dwaling) hanya mungkin

dalam dua hal, yaitu:
a. Apabila kekhilafan terj barang yang menjadi pokok

perjanjian.

b. Apabila kekhilafan-mengenai diri pihak lawannya perjanjian yang terutama
a kekhilafan
apakah yang

an tersebut. Hakekat irri-ciri dari

ra pihak merupakan al anjian yang

but. Sedangkan menu ekat barang

aan d angnya yang menjadi dasar dibua rikatan oleh

menggugat b' dwaling) ha
syarat

mengetplknhEN RtEl bahwa

menuhi dua

melakukan

kekhilafan

tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan.

2.2.2.2 Pembatalan perjanjian karena paksaan (dwang)
Unsur paksaan yang dimaksud dalam kontrak adalah suatu perbuatan yang

menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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paksaan tadi timbul rasa takut baik terhadap dirinya sendiri maupun harta bendanya
dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUH Perdata). Menurut KUH
Perdata, agar suatu paksan dapat menjadi alasan pembatalan kontrak, maka unsur
paksaan tersebut harus memenuhi syarat :
1. Paksaaan dilakukan terhadap
a. Orang yang membuat kontrak
b. Suami atau isteri pihak yang membuat kontrak
c. Sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah
2. Paksaan tersebut dilakukan oleh
a. Salah satu pihak dalam kontrak
b.Pihak ketiga untuk kepentingan siapa kontrak itu dibuat
3. Paksaan tersebut menakutkan seseorang
4. Orang yang takut tersebut harus berpikiran sehat
5. Ketakutan tersebut berupa ketakutan terhadap diri orang tersebut dan ketakutan
terhadap harta bendanya terhadap kerugian yang nyata dan terang
6. Ketakutan bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga
tanpa paksaan. Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan
karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa
menyetujui perjanjian itu (Pasal 1324 WB ‘“Paksaan terjadi, bila tindakan itu
sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada
orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya,
terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut,
harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan).

Jadi disini, yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan
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jiwa, dan bukan paksaan badan (fisik). Dengan demikian, ancaman ini harus
dengan sesuatu perbuatan yang terlarang dan diaanggap mungkin, bahwa paksaan
itu dilakukan oleh pihak ketiga (pasal 1323 WB “Paksaan yang dilakukan terhadap
orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang
bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak
berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065,
1325). Apabila yang diancamkan adalah sesuatu tindakan yang memang diizinkan
oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatan suatu paksaan. Jadi, siapa yang
mengancam debitur dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, maka ia
bertindak menurut hukum.*®
2.2.2.3 Pembatalan Perjanjian karena Penipuan (Bedrog)

Penipuan adalah suatu rangkaian kebohongan dimana pihak yang satu dengan
tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat.
Menurut Pasal 1328 WB, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu
perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan
memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya
supaya memberikan persetujuan. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus
dibuktikan.

Beberapa syarat harus dipenuhi agar suatu penipuan dalam kontrak dapat
dijadikan alasan pembatalan kontrak :

a. Penipuan harus mengenai fakta substansial
Penipuan yang dilakukan harus mengenai fakta substansial. Jadi, misalnya

bila seseorang penjual mobil second dan mengatakan bahwa mobil yang dijualnya

http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/makalah-pembatalan-perjanjian.html?=1
diakses hari selasa tanggal 6 Agustus 2019, pukull 14.06 Wita
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dalam keadaan baik, tapi ternyata setelah dibeli oleh seorang pembeli, mobil tersebut
ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Alasan ini tidak cukup menjadi alasan
pembatalan karena keadaan baik yang disebut penjual sangat relatif sifatnya dan hal
ini bukan merupakan fakta substansial, tapi lebih mengarah pada sebuah pendapat.
Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan menjual suatu barang yang berasal
dari luar negeri dengan menunjukkan surat-surat yang dipalsukan.

Sebenarnya barang tersebut adalah barang dalam negeri. Alasan ini dapat
dijadikan sebagai alasan membatalkan kontrak, unsur penipuan yang dilakukan oleh
penjual dalam hal ini menyangkut masalah fakta substansial.

b. Pihak yang menandatangani kontrak berpegang pada fakta substansial yang ditipu
tersebut.
c. Penipuan juga termasuk nondisclosure.

Penipuan yang sifatnya nondisclosure ini sifatnya merahasiakan suatu fakta
atau informasi substansial. Misalnya bila seorang penjual mengetahui bahwa pembeli
mencari barang baru, tetapi dia diam saja ketika ia memberikan barang separuh pakai
pada pembeli tersebut.

d. Penipuan juga termasuk kebenaran sebagian (half truth)

Penipuan jenis ini adalah dengan cara tidak memberitahukan sebagian
informasi substansial sedangkan sebagian lagi diberitahukan, sehingga pemberian
informasi seperti ini bisa menyesatkan (misleading)
2.2.2.4 Penipuan dengan perbuatan

Misalnya seorang menjual mobil bekas Taxi, sebelum mobil tersebut dijual,

penjual tadi merubah surat-surat Taxi tersebut sehingga kelihatan tidak seperti mobil
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Taxi. Jika dalam keadaan normal pembeli mengetahui fakta bahwa mobil ini adalah
bekas Taxi, maka dia tidak akan membeli mobil tersebut.?’

2.2.3 Teori Akad

2.2.3.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari baha 0. al- ‘agd yang secara terminologi berarti
perikatan, perjanjian, dan p Secara terminologi figh, akad
didefinisikan denga j G kan ikatan) dan Kabul
(pernyataan menerima ikate ak syaria berpengaruh pada
objek p
bahwa ¢ g dilakukan oleh dua pi i lianggap sah
apabila gan kehendak syara atan untuk
enipu orang lain, atau orang lain.
sudnya adala

-kata “berpengaruh pada obj
epada pihak

il e ol el
Al &) 24

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

“http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/makalah-pembatalan-perjanjian.html?=1

diakses hari selasa tanggal 6 Agustus 2019, pukull 14.06 Wita
! Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Cet I, Jakarta: Prenada Media Group, 2012),

h.50.
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dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesunzgguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nyal)

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan umat manusia untuk
melaksanakan akad dengan cara yang halal dan sesuai hukum-hukum yang

dikehendaki-Nya dan Allah tidak m hkan seseorang melakukan akad dengan

melanggar aturan-aturannya.
2.2.3.2 Rukun Akad
2.2.3.2.1 Aqid ialah ng berakad, terkadan asing pihak terdiri dari
ya masing-
kan sesuatu
rapa orang.
(aqid ashli)
2.2.3.2. benda-benda

rian), dalam

dakan akad.

barang dari

pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti

(‘iwadh), tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan teremahnya, h.107.
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adanya pengganti dari tujuan pokok I’arah adalah memberikan manfaat
dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.”®
2.2.3.2.4 Shighat al-Aqd ialah ijab dan gabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang

keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam

mengadakan akad, sedang bul perkataan yang keluar dari pihak yang
berakad pula, yang

2.2.3.3 Subjek Akad

alnya lebih menunjukk
Namun sesuai dengan
ngan (al-ahwal al-syak 2rson) tetapi

um (al-syakhsiyyah al-I"tib

g dipandang
p, ada yang

ian lainnya,

, para fugaha
membahasnya dua hal pokok, pertama, ahliyya (kecakapan hukum). Ahliyyah ini

terbagi kepada dua macam lagi, yaitu ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada’. Ahliyatul

»Hendi Suhendi, Figh Muamlah, h, 47.
**Faturrahman Djamil, Hukum perjanjian Dalam Transaksikan Di Lembaga Keuangan
Syariah, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2012)h, 31.
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wujub adalah  kecapakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif),
sedangkan ahliyyatul ada’ adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum
aktif). Masing-masing dari dua kecakapan tersebut dibedakan menjadi kecakapan

tidak sempurna dan kecakapan sempurna, sehingga 4 kecakapan hukum yaitu sebagai

berikut:
1. Ahliyyatul wujub Ki subjek hukum berada dalam
kandungan ib
2. ukum sejak lahir hingga

ilki s )erada dalam

ahliyatul ad vatul ada’,

an yang dite syara’ atau

seseorang

yak dengan kukan berbag d, di mana

but Iayalpﬁan. EeP*J“enerima

kewajiban,
dibenarkan
angnya kelayakan
tersebut (‘awaridhul ahliyah,).

Penentuan kelayakan ini, para fugaha sering hanya menyebutkan mukallaf,

yaitu akil baligh, berakal sehat, dan cakap hukum.Adapun batasan umut mukallaf

»Fathurrahman Djamil, Hukum perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, h
32.
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tersebut biasanya diserahkan kepada tradisi di masyarakat (‘’urf) atau peraturan
perundang-perundangan. Sedangkan yang kedua, yaitu al-wilayah (perwalian). Kata
al-wilayah ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara’

atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang

mempunyai akibat-akibat hukum.?®

Kewenangan perwali eberapa bentuk, ada yang disebut

atas nama orang lain. baik karena

utuskan sendiri) atau b (keputusan
tetap h k seseorang melakukan pihak-pihka
a perwalian, atau pihak la gai as namanya

tetapan/keput

aan antara a al-wilayah, antara Wliyatul ada’

adalah san seseoran gan akad, se al-wilayah
adalah san seseopwn IEFKHIE Misalny: prang dinilai
dapat b 3 0 angkan yang
belum dewasa (anak-anak), ia dapa asanakan akad, na Kepada hal-hal yang

terbatas sesuai kebiasaan (‘urf) atau akad tersebut diwakilkan kepada walinya atas

anak-anak tersebut.?’

**Rahmat Syafei, Figh muamalah, (Bandung; Pustaka setia, 2001),h. 57.
?"Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad, (Cet I, Yogyakarta: CV. Orbittrust
corp, 2014) h, 28.
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Dalam hal berkaitan dengan perwalian (al-wilayah), maka wali harus
memenubhi syarat berikut
a. Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna;

b. Persamaan pandangan (agama) antara wali yang diwakilkan;

c. Adalah dalam artian memiliki han dalam menjalankan agama;

d. Amanah, dapat diperc
e. Menjaga kepen 28

Berkaitan dengan kapasitas dari orang engadakan akad, apabila

arus dilengkapi dengan

C. orang anak yang belu dak sendiri.
h umur (minderjarig at

d. dari seorang yang tidak ndiri secara

e.

f ika menjual

®Ahmad wardi Mushlich, Figh Muamalah, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010)h, 118.
2Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan Syariah h,
34.
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2.2.3.4 Objek akad (mahal Al-‘4qd/Al-Ma’qud alaih)

Mahl aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang
bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak semata-mata “sesuatu benda”
yang bersifat material (ayn/real asset) tetapi juga bersfifat subjektif dan abstrak.

Dengan demikian, objek akad tersek pat berbentuk harta benda seperti barang

dagangan; benda bukan har ernikahan, dapat berbentuk suatu

dan hal-hal
nash/unde ) . A gharar para

eberapa syarat yang m i saat kontrak

rat tersebut biasanya dis S akad (syarth

tersebut ialah pertama al pasti dan

is, jumlah, dan jangka wa ’ h, wal nau’,

jal); kedua, aktu akad (g ‘ala taslim);
iliki secara s i ikut ini penj lasan syarat-

yang diurutk rikut: ¥
Barang yang
datang, tidak dapat menajdi objek akad menurut pendapat kebanyakan fugaha, sebab

hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang belum wujud.

Meskipun demikian ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti akad

*Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan Syariah,
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salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dulu),
dan ijarah /leasing (sewa-menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil
(mudharabaha), di mana objek akad cukup diperkirakan akan wujud pada masa yang

akan datang.

2. Dibenarkan oleh nash
Para fugaha sepaka dak memenuhi syarat objek akad

tidak dapat menjadi ad. d jual beli, barang yang

esuatu yang suci, yak i an menurut

ng, bangkai, dan lain-la jual belikan.
tapkan syarat di atas.™
3. Dap i entukan oleh para pihak ya
pihak yang
n sengketa

Terdapat 4

tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad boleh diserahkan

*'M Hasanuddin, Figh Muamalah Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi
syariah, (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h.37.
%20ni Sahroni, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.
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belakangan sesuai kesepakatan, namun harus dipastikan bahwa objek akad tersebut
benar-benar dimiliki dan berada dalam penguasaannya secara sempurna.
2.2.3.5 Tujuan Akad (Maudhu ‘ul Aqdi)

Maudhu’ al-‘aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian

penting yang mesti ada pada setiap k ang dimaksud dengan maudhu’ al-‘aqd

adalah tujuan utama untu (al-magshad al-ashli alladdzi
syuri’a al-aqd min ajli

VVVVVV ah tujuan di syariatkan suatu akad tertentu. Tujuan akad

ad jual beli adalah per : n objek jual
beli dar : an perpindahan uang a
Atau se : mendapatkan margin d i kan barang.

al b

if penjual diantaranya ada : kan margin,

nya objek se inannya me

beli kep ak lain.

rta yang dig

n gD A R, o (oo
]

objek transak Jangkan hak

ksi).® Jika

maka akad
ahirkan akibat

hukum saja. Sedangkan akad tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) itu tidak

%% Oni Sahroni, Figih Muamalah, h, 41.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



30

dikategorikan akad. Sedangkan menurut hukum positif akad yang tidak melhirkan
akibat hukum (akad bathil) dalam hukum positif itu legal **
2.2.3.6 Syarat-syarat akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana dijelaskan para fugaha menjelaskan

bahwa ada beberapa syarat akad yai ai berikut:

1. Syarat terjadinya akad (s
Syarat terjadir

adalah segala ang disyariatkan untuk

g Sesus menurut syara. Apabils emenuhi syara tersebut

akan m umum dan

al-Shihhah)
dalah segala sesuatu Ssyara untuk

ak akad (litartibi atsa ampak akad

apabila

a. Al-

(ketidalP* nnEP*RIE dan spe

c. Attauqit (pembatasan waktu)

d. Al-gharar (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)

$Mustafa Ahmad az-Zarqo, Al-Madkhol al fighi ql’am, (Beirut:Dar al-Fiqr), 1968, Juz I,
h.288.

*Rachmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung: CV Pustaka setia, 2001) h, 65.
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e. Al-dharar (ada unsure kemudharatan)
f. Al-syarthul fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap
pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepaada penjual

dengan harga yang lebih murah

3. Syarat pelaksanaan akad (syurut

Dalam pelaksanaa aitu kepemilikan  (al-milk) dan

uf) sesuatu yang dimi n ketetapan

oleh dirinya sendiri (a 2bagai kuasa

syarat kepas zum) adalah

Khiyar syarz yar aib dan

saksi, maka a sebut belum

sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:

% Rachmat syafei, Figih Muamalah, h, 65.
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1. Akad Sahih dan Ghairu Shahih
Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akad dibedakan menjadi dua:
akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang memenuhi

seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (agidain, shighatul

‘agd.Maudhu’ul ‘aqd, dan mahallu Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku

semenjak berlangsungnya a al beli yang dilkukan oleh para

dengan tujuan untuk

h adalah akad yang s au sebagian
eperti akad jual beli ba bi, atau jual
ng yang tidak memenu ‘ ukum. Akad

an akibat hukum.

konsep fuga u shahih dibe

(1) aka (2) akad bathil. ep hur fugaha embedakan

antara a. Yang dim am pandanga a Hanafiyah
ang cacapjm mEJPi R\Earena pri N sifat-sifat
an g gila, atau

Menurut mereka akaq bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

$"Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Figr, 1984), jilid iv, h
240.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



33

Sedang akad fasid menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak
bertentangan dengan syara’ namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh
syara’ yang dapat menyebabkan cacadnya irodah, seperti adanya unsur tipuan atau

paksaan. Sekalipun telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan

akad yang
) melakukan
kum imbulkan berlaku seketi kad. Sedang
adala ilakukan oleh orang yan mempunyai
elak akad. Akibat hukum ya : igantungkan
izin pihak yang berwenang.Jika enang tidak
/a_maka aka ) 2 afi’iyah dan

1 mauquf ini
afidz dibeda : yaitu akad lazim dan jhairu lazim.
alah akadmn Emaning-masin tidak dapat
e t Hanafiyah

ang nmenurut

Syafi’iyah dan Hanabilah kelaziman ini berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah

%8 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h, 56.
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dari majilis akad. Sedang akad ghairu lazim adalah akad di mana kedua belah pihak
atau salah satunya mempunyai fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.*
Dari segi kelaziman (kepastian hukum) dan dari segi dapat atau tidaknya

menerima upaya fasakh, akad dibedakan menjadi empat macam:

a. Akad lazim yang tidak dapat n faedah. Misalnya, akad nikah tidak

difasakhkan meskipu kedua belah pihak melalui

b. ikenakan faskh. Maksu dya t diturunkan
rkan kesepakatan ked piha ad jenis ini
adhah al-maliyah, se beli, muazara’ah,
C. u pihak. Sep ad rahn dan
dan kafil,

ullah.
d. . Karenanya
ik kembali),

a lima akd ini

masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat menfasakh akad.

**Ghufron A.Mas’adi, Figh Muamalah, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada 2002)h.104
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2. Akad Musamma dan Ghairu Musamma
Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penanaman yang dinyatakan oleh
syara’.Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara’dengan terminologi terterntu

beserta akibat hukumnya dinamakan akad Musamma. Misalnya, akad ba’l, ijarah,

syirkah, hibbah, kafalah, hawala h, rahn, qordh, dan lain sebagainya.

Sedangkan akad ghairu m ana syara’ tidak menyebutkan
dengan terminology kan akibat hukum yang
ditimbulkannya. Al berkembang berdas butuhan manusia dan

-wafa’, bai’

3. Dari annya
i akad yang dimaksudk ilikan, baik
pemilikan manfaat. Ji akan dengan
salin nerima dinamakan akad ti akad jual-
cuma-cuma

dinamakan

isqoth al-muawwadhah.

“Ghufron A.Mas’adi, Figh Muamalah, h.105.
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c. Akad al-Ithlaqg, adakah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggungjawab
orang lain, seperti wakalah (perwakilan) dan tawliyah (penyerahan kuasa)**
d. Akad al-Taqyid, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf,

seperti pencabutan kewenangan, wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila

atau cacat mental.

e. Akad al-Tawtsiq, yait untuk menanggung piutang,

yang dimaksudkan unt enda, seperti

jenis akad

ghairu ‘Ainiyah.42

*'Helmi Karim, Figh Muamalah, (cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 19.
*2\Wahbah Az-zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu (Cet, | Jakarta: Gema Insani, 2011) h, 72.
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2.2.3.8 Hal-hal yang membatalkan Akad
Ulama figh mengatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa
dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ad, apabila akad itu mengikat.

3. Dalam suatu akad yang b apat berakhir bila:
a. Akad itu fasid

b. Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib

d itu secs

ng berakad.*?

agian agama

aman yang

figh yang

walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan

*M. Ali Hasan, berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (figh Muamalah), (Jakarta: Pt Raja
Grafindo Persada, 2003) h, 110
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d. Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun
horizontal.
Berdasarkan hal tersebut, T.M Hasbi Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip

oleh Ahmad Rofig, mendefinisikan hukum Islam adalah koneksi daya upaya para ahli

hukum untuk menerapkan syariat 2 han masyarakat. Dalam khazanah ilmu

hukum Islam di Indonesia,.i ahami sebagai penggabungan dua
kata, hukum dan Islan ran tentang tindak tanduk

atau tingkah laku i oleh suatu Negara atat berlaku dan
kepada kata
dirumuskan

an sunnah Rasulullah s aku mukallaf

ibebani kewajiban) ya ini berlaku
k agama Islam.**
2.2.4.2 m

hukum Isla ij doman atau

yang mg umber syariat Isla
a.

a ajaran dan
syariat nsep hukum
Barat. Sebab, selain kaidah-kaidah ya Ng3 an ya engatur manusia

dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat,
meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap

lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep

*Zainuddin Ali, Hukum Islam: pengantar hukum Islam di Indonesia, (Cet.1: Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), h.
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menurut al-Qur’an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya
yaitu Allah swt penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.
b. Sunnah atau Hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an.

Hadis adalah ucapan Rasulullah te lullah saw tentang suatu yang berkaitan

dengan kehidupan manusi ah gauliyah, berupa perbuatan

disebut sunnah fi "liy diam disebu

-kaidah hukum funda t dalam al-

Qur’an, i m yang bersifat umum

aris-garis hukum yan

pada kasus

pelaksanaan

berikut:

**Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, (cet.: Jakarta PT Rineka Cipta, 1992), h.1.
**Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.111.
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1. Prinsip Tauhid
Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam prinsip ini menyatakan bahwa
semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang

dinyatakan bahwa kalimat La’ilaha Illah Allah (“tidak ada tuhan selain Allah).

Prinsip ini ditarik dari irman Allah QS.Ali-Imran ayat 64. Berdasarkan atas
1. merupakan ibadah. Dalam arti
swt sebagai maniprestasi

Dengan demikian tidak bole

i Mungkar
kkan untuk merekaya tuk menuju

ang dikehendaki dan ri

pada semua
orang a ang miskin,
antara dan rakyat,
antara s : Jiperlakukan
sama dihadapa

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, prinsip keadilan ketika
dimaknai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah swt

ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah swt tidak mendapat keuntungan

*"Izomiddin, Pemikiran dan filsafat Hukum Islam, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2018)h. 62
*Azhr Basyir, Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull Pres, 2000
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dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudrahatan dari perbuatan maksiat
manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas
perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan

masyarakat.

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan d hendaki agar agama atau hukum

Islam disiarkan tida an tidak berda aksaan, tetapi berdasarkan
hukum Islam

adalah mnya, baik

kebebas i : . and slam dijamin
i paksaan dalam beraga

ng paling nyata terdap kons adinah (al-

i i Islam menentang perbu dan sapan  darah

manusia. Pri rupakan bag ting dalam

pengemban dalam menggerakk mengontrol

an berarti tid asi social sef

B AR EPARE

kebaikan dan

ketakwaan.
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7. Prinsip Toleransi
Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin
tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat

diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini im Islam Tentang Pembatalan
Akad Jual Beli Mobi ginsidi Moto n Pinrang” judul tersebut
mengandung

tu, tinjauan

konsept j : o emahami isi

pemba ghindari kesalahpaham dibawah ini

akan di ahasan makna dari jud

1. Tinje

n ad meriksaan yang teliti, peny:

an, analisa d dilakukan se

memecahkan suat

berupa kenyataaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun
peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa

sesuai dengan syariat Islam.
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Akad adalah hubungan antara ijab dan gabul sesuai dengan kehendak syariat
yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.
3. Pembatalan

Pembatalan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses cara

perbuatan membatalkan pernyataan eberapa pengertian di atas yang dimaksud

oleh penulis dalam judul ini ang dilakukan secara sistematis

peraturan atau nor nanusia dalam kehidupan

akad yang umum dig
ebutuhannya, masyara bis aling untuk

ad jual beli mobil ya uka

akatan untuk melakukan tra jual pbil  dimana
akad in akati bersam

pi karena Ber: asa berlaku

a akad itu m .Dibatalkan ole -pihak yang
la akad PAnRaEAMﬂEmobil di nsidi motor
ANS alan secara

**Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), him. 14.
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Tauhid

Amar
mahkruf

Akad Jual Beli Mobil

\ 4

Pembatalan
(Wahbah Az-Zuhaili)

> W dpEe

Rusaknya akad
Karena Khiyar

Persetujuan kedua belah pihak
Batal karena tidak menjalankan
komitmen, (tanfidz)

. Berakhirnya akad

Keadilan

Tinjauan hukum Islam
(Juhaya S Praja)

J‘..L___

Bentuk pembatalan

Kebebasa

Persamaa
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Tolong
menolong

Tolerans
i
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman
penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa

mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut,

mencakup beberapa bagian, ya lokasi dan waktu penelitian, fokus

penelitian, jenis dan s ik pengumpulan data, dan

teknik analisis data.

.......... ; data dalam pene ini, penulis

alitatif, ode kual dala ama,  untuk

men ikan hasil penelitian da ta atau teks

naratif ja le dah untuk dipahami. P an i rut peneliti

jali ¢ informasi sebanyak-ba

n penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini kan mampu

eakraban dengan subjek penelit atau infor ika mereka

lam kegiatan pe tia | ga eliti dapat ukakan data

akta yang terjadi di lapangan. Ketiga, pene engharapkan

nelitian_int mamp Illl emnp rl Kan .l'br: NaN_ala 1"

asalah yang

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

S1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.115.

45

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



46

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian
Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di wilayah kabupaten Pinrang ,
Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

Kabupaten pinrang merupakan salah satu daerah Tingkat Il Provinsi Sulawesi

selatan, Indonesia. Ibu kota pinrang.i etang di Pinrang. Kabupaten ini memiliki

luas wilayah 1.961,77 km duk sebanyak + 351.118 jiwa

dengan tingkat kepac uduk mencapai 2, penduduk dibakupaten
ini adalah mayoritas beragama Islam. Kabupaten ang pada koordinat
antara 4 jur timur.

km dengan

Tanah Toraja
epare

aten Enrekang, Kabupaten
at: Selat Ma
Kab. Pinrang ter 39 kelurahan

ondisi Top ukit dengan

adi pada bulan
Agustus hingga bula September, secara’'umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan
sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 20C dengan curah

hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bin.
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Visi
Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan
pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintah.

Misi
1. Meningkatkan kualite g professional

SDA vyang berwawasan

engembangkan sarana
pertanian

gamalan dan nila-nilai kea dan budaya

3.4 Jenis Dan Sumber Data
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan ataupun

berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya
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guna keperluan penelitian tersebut.>’Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis

data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data iperoleh langsung dari pemilik, karyawan

dan konsumen, diamati ma kalinya.”® Dengan kata lain
diambil oleh penili ar i itiannya, tanpa diperantarai
elitian ini data diperoleh

sil dokumen

2li mobil di
inrang..Data primer dal dari sumber
yang terlibat langsung d ang diteliti.

2. D
adalah data yang menca men resmi,
yang berhub nelitian, has litian dalam
ndangan, da lain.>* Data

diperoleh tic gsung serta

87

%2Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.

¥Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Hanindita Offset,1983),h.55.
%4Zainuddi Ali, Metode Penelitian Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 106.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitia, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini,

peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang

berhubungan dengan penelitian dapun teknik yang digunakan dalam
mengumpulkan data dalam p
a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan

b.
ew) merupakan alat pe dengan cara
ma dari interview adala enagan tatap
i informasi dan sumb enelitian ini
wawancara dengan pemili i motor dan
C.

entasi merup

catatan ;Pn REFHR Egan mas ang diteliti,

pulan data enghasilkan

mengamnbil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan

peneliti .

*Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h.
158.
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3.6 Tekhnik Analisis data
Analisis data merupakan proses pengindraan (Description) dan penyusunan
transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya

kepada orang lain lebih jelas tentan ang telah ditemukan atau didapatkan di

lapangan.®® Analisis data n esimpulan yang bersifat khusus

enai sesuatu fenomena dan

atau berangkat dari ang bersifat u

berindi

si data yang pertama k emilih hal-

hal pok i enai permasalahan dala membuang
data ya enting.
ata (Data Dis
peneliti melakuk i : ri data yang
tersaji. an ini dilaku okkan. Data
yang t Kesimpulan
engumpulan

akan diperoleh

suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan
Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-limu Sosial,
Pendidikan, Humaniora (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

*"Saifuddin Azwar, Metedologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.
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3. Verifikasi
Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada
bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari

sumber data primer dan data skunder dengan menggunakan tehnik observasi,

dokumentasi dan wawancara Kegiate dimaksudkan untuk mencari makna data-

data yang telah diperoleh. k ntuk mencari makna data yang
dikumpulkan denga e au perbedaan. Penarikan

dengan jalan membandingkan ke ian pernyataan dari
subyek dasar dalam

peneliti

PAREPARE
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang
Transaksi jual beli dapat mengalami sebuah pembatalan, baik disebabkan oleh

pihak trasaktor atau adanya faktor dari barang yang diperjualbelikan, dan pembatalan

tersebut dapat dilakukan dari aupun dari pihak pembeli, dan

pembatalan dapat dil maupun dilakukan dengan

kesepakatan kedua b

dan penjual
sidi motor

elaskan oleh

I jua beli di
Monginsidi Kabupaten Pinrang, dapat dilakukan secara tunai maupun secara cicil dan
jangka waktu yang diberikan kepada pembeli tergantung dari besarnya angsuran dan

panjar yang diberikan oleh pembeli.

*83uratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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Adapun bentuk jual beli atau transaksi pada umunya yaitu jual beli shahih dan
jual beli yang batal.
a. Jual beli yang Shahih, yaitu jual beli itu sesuai dengan syariah serta memenuhi

rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain tidak tergantung pada

hak khiyar lagi. Dalam mela ansaksi jual beli di Monginsidi Motor

Kabupaten Pinrang telah n._syarat jual beli, seperti yang

dijelaskan pemilik

a dalam islam itu barang
ersedia, pembeli

milik saya

melakukan

upaten Pinrang, barang sudah jelas

dan me i iri, hal ini berarti jual Kabupaten
kun dan syarat jual be am jual beli

keseluruhan ak terpenuhi

atau i k ariatkan, ser al beli yang

orang gila atau yang dijadikan be

syara, yaBARnER*RaE Batalnya

arang yang
Monginsidi
yang tidak
terpenuhi, tetapi karena penjual atau’pembeli yang membatalkan transaksi jual beli
dengan alasan tertentu, hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan

bahwa:

>Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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“Jual beli batal karena adanya alasan dari pembeli atau penjual, seperti tidak
dapat melunasi cicilannya, atau alasan lainnya. Bukan batal karena barang
tersebut tidak layak.”60

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa pembatalan akad yang
terjadi di Monginsidi Kabupaten Pinrang, adalah bukan karena ada rukun maupun

syarat yang tidak terpenuhi, seperti g yang dijual tersebut tidak memenunhi

syarat, akan tetapi karena penj iliki alasan tertentu seperti tidak

beli tersebut
i yang batal
rjadi karena

pihak p A iri i jutka aksi.

kali terjadi
adanya beli adapun
bentuk
4121
i jual Fhsntrpﬁrn E‘nbatalan jian  akibat

ibatkan i ak pembeli

r Kabupaten
Pinrang sebelum melakukan akad, terlebih dahulu pembeli melihat barang sebelum
memutuskan memilih suatu barang, dan pembeli melihat kondisi barang dan mencoba

barang tersebut sebelum membelinya, apabila telah disetujui maka penjual dan

*Syratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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pembeli melakukan perjanjian tentang pembayaran barang tersebut. Hal ini berarti
bahwa di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, barang yang ditransaksikan sudah
jelas sehingga tidak adanya pembatalan dari segi rusaknya akad atau ketidakjelasan
barang, dan kondisi barang telah dijelaskan sebelumnya sehingga tidak ada
tanggungan kerusakan, hal ini berdasarkan.wawancara dengan pemilik usaha yang

mengatakan bahwa:

“Disini sebelum pembeli memilih kami menunjukkan barangnya terlebih dahulu
sehingga pembeli dapat melihat kondisi barangnya dan mencoba barangnya dan
jika telah disetujui maka kita bicarakan masalah harganya, biasanya harganya
turun sampai 2 juta bahkan sampai 6.atau 7 juta dan setelah semuanya sepakat
maka kita melakukan serah terima.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa barang yang
ditransaksikan sudah jelas dan kondisi barang juga telah diterangkan oleh pemilki
usaha sehingga resiko kerusakan telah menjadi tanggung jawab pembeli. Hal ini

diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Di Monginsidi Kabupaten Pinrang sebelum membeli mobil Kita periksa dulu
bagaimana keadaan mobilnya dan kita juga dipersilahkan mencobanya sehingga
setelah dilakukan proses transaksi dan.dikemudian hari ada kerusakan itu telah
menjadi tanggungan kami sebagai pembeli karena semuanya telah diperiksa
sebelumnya dan setelah melihat kami merasa cocok maka kami melakukan
perjanjian tentang pembayaran setelah itu serah terima barang.”62

Hal ini juga diperjelas oleh salah'satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Kaml tidak dapat‘mengembalikan“barang-dengan alasan karena rusak karena
memang sebelumnya telah dijelaskan kerusakannya dan barangnya juga sudah
diperiksa bahkan dicoba jadi setelah pembelian kerusakan adalah
tanggungjawab kami, dan ada memang perjanjian sebelumnya dan juga

®'Syratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

2 Mukhtar (40), pegawai swasta, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten
Pinrang 8 Desember 2019.
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dibuatkan surat perjanjian kalau tidak boleh dibatalkan karena alasan rusak
barangnya.”®®

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang disebabkan

karena rusaknya akad atau barang, hal ini karena barang yang ditransaksikan sudah

jelas dan kondisi barang terseb ah dijelaskan, sehingga konsekuensi

kerusakan selama pemakai ilik usaha dan telah menjadi

tanggungjawab pemb al ini juga telah ditu alam surat perjanjian.
4.1.2.2 Pembatalar

lihan adalah

tersendiri, mengenai b i al-hal yang

ses jual beli khususnya

hal yang perlu dipertim pahami, baik

beli. Khiyar dalam konteks jual beli bisa iki beberapa

i diantarany: ng diberika a dua belah

dan pembeli m memiliki ha sama untuk

jual beli serta men -syarat jual beli.
ual ataupun
nsaksi yang
diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal

yang terkait mengenai barang ataupun harga.

®H. Sainal (49), wiraswasta, Wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten
Pinrang 17 Desember 2019.
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Setiap orang akan memilih yang lebih baik, dalam hal ini seseorang akan
memilih suatu barang yang kualitas dan harganya juga sesuai. Pembatalan akad
karena khiyar atau memilih yang lebih baik adalah hal yang sering dilakukan dalam
membeli barang sehingga sering terjadi pembatalan pada barang. Hal ini juga

dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan juga pernah dilakukan disini setelah melakukan pembayaran dan
mereka mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang lebih baik, dan
pembatalan dapat dilakukan jika barang yang akan dipilih kembali adalah
barang yang ada disini sehingga hanya terjadi penambahan harga atau
pengurangan harga”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pembatalan pada barang
karena memilih barang yang lain atau karena adanya barang dengan kualitas dan
harga yang lebih sesuai serta lebih diminati oleh pembeli juga dapat dilakukan di
Monginsidi motor Kabupaten Pinrang dengan syarat bahwa barang tersebut berasal
dari tempat yang sama sehingga tidak adanya rasa saling kecewa diantara penjual dan
pembeli.
4.1.2.3 Pembatalan dengan Igalah

Igalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketika
salah seorang menyesal dan ingin-mundur dari akad. Pembatalan dalam transaksi juga
dapat terjadi karena persetujuan kedua belah: pihak, -ketika salah seorang diantara
mereka menyesal dan ingin mundur dari‘ akad yang telah dilakukan, maka mereka
sepakat melakukan pembatalan dengan adanya alasan yang jelas. D1 Monginsidi
Motor Kabupaten Pinrang pembatalan biasa terjadi dengan persetujuan kedua belah
pihak dengan alasan sakit, meninggal atau hal lainnya, tetapi pihak pembeli tidak

dapat membatalkan transaksi dengan alasan adanya cacat pada barang, karena

®4Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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sebelum melakukan transaksi, pembeli dipersilahkan memeriksa dan mencoba barang

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan karena ada kerusakan pada barang tidak pernah terjadi disini,
karena telah dijelaskan sebelumnya kekurangan dari barang itu dan pembeli
dipersilahkan mencobanya sehingga itu telah menjadi tanggungan pembeli,
tetapi kami hanya dapat sedikit membantu kerusakan barangnya untuk menjaga
nama baik usaha kami tetapi itu sebenarnya bukan lagi tanggungan kami dan
juga ada kesepakatan sebelumnya bahwa barang tidak dapat dikembalikan
dengan alasan kerusakan kecuali pembatalan tersebut karena alasan lain seperti
perjanjian dibatalkan karena disebabkan olehkelalaian usaha kami, atau karena
pembeli sakit atau meninggal dan tidak ada yang dapat bertanggung jawab atas
angsurannya maka perjanjian dibatalkan dan barangnya disita, tetapi panjar
yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, ini juga ada dalam surat
perjanjian yang telah dibuat dan disepakati,maka kami sama sama sepakat kalau
perjanjian tersebut dibatalkan.”®

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan
di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang karena persetujuan kedua belah pihak,tidak
dapat dilakukan dengan alasan penyesalan atau kekurangan pada barang. Tetapi
pembatalan dapat dilakukan dengan alasan karena kelalaian dari pihak penjual atau
pemilik usaha, juga karena sakit atau meninggal, tetapi panjar yang telah diberikan
tidak dapat dikembalikan, hal ini juga.dituangkan dalam surat perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya, sehingga-kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk
membatalkan akad.
4.1.2.4 Pembatalan karena Tidak Adanya Tanfidz
Pembatalan boleh dilakukan ketika pihak lain tidak menjalankan
komitmennya pada kondisi pembeli tidak bisa mendatangkan uang pada waktunya,
maka penjual memiliki hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan akad.

Pembatalan akad atau meneruskan akad di Mongisidi motor Kabupaten Pinrang

®Syratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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biasanya ditentukan oleh penjual, pembatalan akad dilakukan karena pihak pembeli
tidak dapat membayar uang pada waktu yang telah ditentukan. Seperti yang

dijelaskan oleh pemilik usaha mongisdi motor yang mengatakan bahwa:

“Saya membatalkan transaksi jika pembeli tidak bisa lagi melunasi cicilannya
karna pembeli sudah dikasi waktu untuk melunasinya dan Jika tidak bisa
membayarnya dengan terpaksa bil kembali barangnya.” °

Hal ini juga dijelas atakan bahwa:

“Umumnya me
barangnya dia
berikan wakt
di >

dapat melunasinya maka
i motor jika kita sudah di
aka terpaksa transaksi

.......... atas  dapa kan bahwa
Pinrang, penjual jika
elunasi pembayaran pad: tentukan.

erakhirnya Akad

pbiasanya karena telah atau telah

selesai i ka asnya utang. Um , selesainya

pemba ara pembeli

dan pe mengatakan
bahwa:

omatis pasti

*®Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

*’H. Darno (43), PNS, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang,
Desember 12 2019.

*®suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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Seperti halnya di monginsidi motor Kabupaten Pinrang, pembatalan berakhir
karena berakhirnya pula akad atau perjanjian dikarenakan pembayaran atau angsuran
juga telah selesai.

Berdasarkan beberapa bentuk pembatalan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa bentuk pembatalan yang a insidi motor Kabupaten Pinrang, yaitu

karena khiyar atau memili arena igalah (persetujuan kedua

belah pihak), pemb a tidak ada (salah satu pihak tidak

tidak membayar tep pembatalan juga
terjadi Pembatalan
karena ang, karena
sebelu i pembeli telah diberik kekurangan

pada bé terjadi masalah, maka tanggungan

penjual i akati pada surat perja dan pemilik
usaha.
dikatakan & jika terjadi
hal-hal
1. Be memiliki ten aktu.
2.

3.

b. Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad

d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
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4. Wafat salah satu pihak yang berakad.
Pada umumnya pembatalan perjanjian terjadi atau berakhir karena hal-hal
tersebut, setiap orang memiliki alasan berbeda yang melatarbelakangi mereka untuk

membatalkan perjanjian atau akad tersebut dan itu merupakan hak seseorang untuk

memilih melanjutkan atau memb nsaksi, tetapi pembatalan akad harus
disertai alasan yang jelas.

4.1.3 Alasan yang M gi Pembatala

alasan seseorang alkan sesuatu tetapi pada

tarbelakangi
aratan yang ditetapkan untuk jenis
rakibat perjanjian batal
sah perjanjian

al pada jenis perjanjian yan

seperti al be iki berbagai

macam Motor
Kabupa ak pembeli
maupu dK C al. oNYo adk L Ud c dldlKa cl|d a Karena adanya

perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak pembeli, seperti yang diterangkan pihak

penjual atau pemilik usaha yang mengatakan bahwa:
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“Kebanyakan perjanjian dibatalkan karena pembeli tidak mampu membayar
cicilannya, dan juga sudah diberikan waktu tetapi karna belum bisa membayar
makanya perjanjian jual beli kami batalkan.”®

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian
yang dilakukan oleh pihak penjual atau pemilik usaha dikarenakan pembeli tidak
mampu membayar cicilan meskipun telah-diberikan waktu untuk melunasinya. Selain
dari pihak penjual atau pemilik usaha, perjanjian. juga dapat dibatalkan oleh pihak

pembeli dengan berbagai alasan, seperti yang dijelaskan oleh pemilik usaha bahwa:

“Pembeli membatalkan perjanjian dengan berbagai alasan seperti karna dia tidak
mampu membayarnya dan dia sudah tidak mampu lagi dan dengan sendirinya dia
membatalkan perjanjian tanpa ditagih terlebih dahulu, ada juga perjanjian
dibatalkan karena pihak meninggal atau sakit, dan tidak ada keluarga yang ingin
menanggung biaya angsurannya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian
yang dilakukan oleh pihak pembeli ada berbagai alasan, diantaranya adalah karena
pembeli sudah tidak mampu membayar biaya angsurannya dan dengan sendirinya
membatalkan perjanjian dengan alasan tersebut dan juga pihak pembeli membatalkan
perjanjian karena yang bersangkutan sakit.ataurmeninggal, dan tidak ada yang

menanggung biaya angsurannya, maka perjanjian tersebut dibatalkan.

Selain karena alasan tersebut, ada juga pthak pembeli yang membatalkan
transaksi atau perjanjian tanpa adanya alasan. yang jelas, hal ini diterangkan oleh

pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

*“ Selain karena alasan-alasan itu, ada juga beberapa pembeli yang membatalkan
transaksi atau perjanjian tanpa alasan, mereka hanya memberitahu bahwa dia
sudah tidak bisa lagi lanjut pembelian ini, tanpa dikasi tau apa alasannya tiba tiba
dibatalkan begitu saja. Dan kalau seperti itu maka kita juga tidak bisa melarang,
karena pasti jika dia ingin membatalkan perjanjiannya maka otomatis dia tidak

®*Syratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

7°Syratman (39), pemilik usaha monginsidi motor kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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akan mau lagi bayar angsurannya, kalau tidak dibayar maka sesuai kesepakatan
perjanjian akan tetap dibatalkan, jadi mau tidak mau kita pihak penjual harus
terima,dan mobil tersebut akan diambil kembali tetapi jika ada kerusakan setelah
penggunaan maka kerusakan itu akan menjadi tanggung jawab pembeli atau
mengganti uang kerusakannya,tetapi kalau alasan pembatalannya karena
kerusakan itu tidak pernah terjadi disini, karena juga telah dikatakan sebelumnya
bahwa penjual sudah menjelaskan kondisi barangnya dan pembeli juga sudah
mencobanya dan kerusakannya akaan ditanggung sendiri, dan panjarnya tidak
dikembalikankarena di surat perjanjiannya mengatakan kalau tidak na bayar i
maka barangnya diambil kembali dan uang panjarn7¥a tidak dikembalikan, jadi
kita hanya menyetujui kalau ada pembeli seperti itu”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa di monginsidi motor
Kabupaten Pinrang, ada juga beberapa pembeli yang membatalkan transaksi atau
perjanjian tanpa memberikan alasan secara jelas, tetapi pihak penjual atau pemilik
usaha tidak dapat melarang dan hanya dapat menyetujuihal tersebut dikarenakan jika
pembeli Ingin membatalkan perjanjian maka pembeli tidak akan membayar
angsurannya, dan pihak penjual akan tetap membatalkan transaksi atau perjanjian
dengan alasan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan di
Monginsidi  motor Kabupaten...Pinrang _terjadin karena adanya alasan yang
melatarbelakangi pembatalan tersebut baik itu dari pihak pembeli‘ataupun dari pihak
penjual ' seperti tidak dapat/ membayar angsuran, sakit atau meninggal, dan juga
pembatalan karena alasanskelalaian dari pihak penjuak= Selain itu ada juga beberapa
pembeli yang membatalkan perjanjian tanpa memberikan alasan secara jelas.

4.1.4 Proses Pembatalan

Perjanjian jual beli merupakan: suatu perjanjian yang bersifat konsensuil.

Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat

mengenai barang dan harga, meskipun barang diserahkan dan harga belum

"'Syratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.
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dibayarkan. Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban
masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang
dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban

untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang

diperjanjikan.Adapun sebelum melz suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa

KUH perdata mengatur ket sahnya suatu perjanjian yang
diatur dalam pasal 132
at bagi mereka yang Kata sepakat
enipuan

urut hukum

uatu pe

hukum. Seperti orang i dak dibawah
ntal
ni perjanjian harus me yang akan

tidak boleh

ang telah dibuat

dianggap batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, maka perjanjian jual beli dapat
dimintakan pembatalan karena terdapat unsur kekhilafan dalam mencapai kata

sepakat. Kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok
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perjanjian, dimana tidak diketahui harga pasaran yang akan dijual. Bahwa tidak
dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian dengan menyeluruh memiliki atau
mengembalikan uang panjarnya. Pihak penjual tidak dapat memaksakan untuk
memiliki atau membeli mobil tersebut, begitupun dengan pihak pembeli tidak dapat
meminta pengembalian uang panjar. Uang.yang telah dipanjarkan dapat diperoleh
dari penjual dengan alasan. perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah. Dalam
ketentuan UU No. *:/tahun 1999 tentang perlindungankonsumen, sebagai pihak
pembeli dapat mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau
penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebgaimana mestinya dan penjual“mempunyai kewajiban untuk memberikan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai pembatalan, maka dapat diketahui
bahwa adanya berbagai hal yang membuat pembatalan tersebut terjadi, proses
pembatalan di monginsidi motor Kabupaten Pinrang sama halnya dengan proses

pembatalan pada umunya, seperti yang dijelaskan bahwa:

“Proses pembatalannya yaitu terlebih dahulu membuat surat pembatalan
perjanjian dan ditandatangani oleh pihak 'bersangkutan, yaitu pembeli dan
penjual dan kemudian menyelesaikan hal hal yang bersangkutan seperti
mengembalikan semua surat-surat dan juga barangnya, serta membayar jika
masih ada hal-hal yanggbelum diselesaikanmSetelah diproses maka perjanjian
telahdibatalkan.”"

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan
pembatalan terdapat adanya alasan kemudian disampaikan kepada pihak
bersangkutan dan kemudian diproses, dalam proses tersebut terlebih dahulu

menyiapkan dan menandatangani surat pembatalan kemudian menyelesaikan hal- hal

72Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kab. Pinrang, 8 Desember 2019.



66

bersangkutan seperti pengembalian surat-surat dan barang, serta penyelesaian
administrasi jika masih ada hal yang belum diselesaikan, setelah semua diproses
maka perjanjian tersebut telah batal.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad di Monginsidi Motor

Kab. Pinrang
Hukum Islam atau m kaidah-kaidah yang didasarkan
laku mukallaf (orang yang

mengikat bagi

Rasul untuk

al. Syariat Islam menu kum-hukum

untuk umat-Nya yang g Nabi, baik
epercayaan (agidah) m : gan dengan
iat Is enurut bahasa berarti jalan y; alui anusia untuk

1 Allah swi. nlah hanya s agama yang

entang bagaima an ibadah kepad

uran atau si swt untuk

n Allah P A EJEMLRE sesaman
11

ran tersebut

adits serta

4.3.1 Prinsip Tauhid
Monginsidi motor Kabupaten Pinrang menjalankan usahanya untuk
memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga untuk mendapat keridhaan dari Allah swt,

hal ini dapat dilihat dari sistem penjualan yang memberikan keringanan pembayaran
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serta waktu kepada pembeli dalam melakukan pembayaran dan selalu bersikap sabar
ketika pembli membatalkan akadnya secara sepihak. Dalam menjalankan usaha
tersebut, pemilik usaha juga selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk

bersedekah, dan tetap melaksanakan shalat pada saat bekerja, hal ini dijelaskanoleh

salah satu pegawai di monginsidi m mengatakan bahwa:

“Setiap hasil keuntu iliknya menyumbang ke mesjid-

t bahwa pemilik usaha

yang lebih
ain itu pt alu menjala : hal ini juga
al yang me
shalat, kami disuruh u dahulu baru
setiap jumat kami tutuy gi kemesjid
alat jumat.”
)a wawancara di atas, d: wa pemilik

or Kabupaten Pinrang menjalank lengan tetap

menjala abar Ketika mbeli yang
melaku an prinsip hukum aitu prinsip
tauhid.

432P ar Ma’ern‘IEIPA R E

keburukan,

Monginsidi motor Kabupaten Pinra menjalankan usaha untuk memenuhi

kebutuhan hidup, selain itu di monginsidi Kabupaten Pinrang juga memberikan

”*Dani (23), pekerja di monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di
Monginsid Motor Kabupaten Pinrang 19 Desember 2019.

"*Dani (23), pekerja di monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di
Monginsid Motor Kabupaten Pinrang 19 Desember 2019.
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waktu pembayaran kepada pembeli, hal ini bertujuan untuk meringankan para
pembeli untuk melakukan pembayaran, dan hal ini sesuai dengan prinsip amar ma’ruf
nahi mungkar.

4.3.3 Prinsip Keadilan

Keadilan berarti berbuat set hal ini adil kepada setiap pembeli yang

melakukan transaksi di M n Pinrang, baik itu adil dalam

pelayanan maupun adi berikan har

ma, kami memberikan
untuk harga
a, dan tidalg

bih dahulu bertransaksi
ng dilihat dari penawar

a jug

a usaha
veli.”

an di atas dapat disim insidi motor

menjalankan usahany pada setiap

t dilihat dari cara melayani dan arga kepada
i sesuai dengan pri

ebebasan

terlebih dahulu, setelah itu pembeli holeh memilih barang disukainya dan juga

pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tanpa ada

>Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh
peneliti di Monginsidi Motor Kab. Pinrang, 8 Desember 2019.
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paksaan dari penjual, jika mereka tidak ingin membeli maka pembeli dapat
membatalkan dan jika mereka menyukai suatu barang maka mereka dapat
melanjutkan transaksi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa Monginsidi motor Kabupaten Pinrang dalam menjalankan usahanya

menerapkan prinsip kebebasan.
4.3.5 Prinsip Persamaan
n berarti tidak membeda-

anan, tidak memandang

rti di Monginsidi m nrang telah

an.

g me an bantuan,

n seseorang,

enolong ags

bupaten Pin 2mbeli dapat
masyarakat
ga memberi
Katakan telah
menerapkan prinsip tolong menolong.
4.3.7 Prinsip Toleransi

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, seperti saling menghargai

pendapat, pilihan, kepercayaan dan lain-lain.Sikap toleransi yang diterapkan usaha
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Monginsidi motor Kabupaten Pinrang yaitu menghargai keputusan pembeli untuk
membatalkan akad, hal ini berarti bahwa di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang

telah menerapkan prinsip toleransi.

13l

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1 Bentuk Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kab. Pinrang

Adapun bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang yaitu 1)

Pembatalan karena khiyar, pe ang karena adanya barang dengan

kualitas dan harga yan ti oleh pembeli juga dapat

Kabupaten
san tertentu
ya Tanfidz,
tidak dapat

pada_waktu yang telah alan Karena

a iri ji Dayaran juga

Hukum IPsli 'ﬁhaE A R E i sidi Motor
nsidi Motor
Kabupaten Pinrang yaitu:1) prinsip Tauhid, usaha monginsidi motor kab. Pinrang
menjalankan usahanya dengan tetap menjalankan sedekah dan shalat serta bersikap
sabar ketika ada pembeli yang melakukan pembatalan.2) Prinsip Amar ma’ruf nahi
mungkar, di monginsidi kab.Pinrang juga memberikan waktu pembayaran kepada

pembeli, hal ini bertjuan untuk meringankan para pembeli untuk melakukan

71
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pembayaran.3) Prinsip Keadilan, dalam menjalankan usahanya bersikap adil kepada
setiap pembeli, hal ini dapat dilihat dari cara melayani dan menetapkan harga kepada
pembeli. 4) Prinsip Kebebasan, pembeli dipersilahkan untuk melihat barang terlebih

dahulu, setelah itu pembeli boleh memilih barang disukainya dan juga pembeli diberi

kebebasan untuk membatalkan ata jutkan transaksi tanpa ada paksaan dari

penjual. 5) Prinsip Persama akukan sama dalam pelayanan,

tidak memandang de n jabatan, haru ) ramah dan sopan kepada
rakat dalam

beri waktu

) Prinsip Toleransi, men mbeli untuk

penelitian, pembahasan d mpu atas tentang

ad di Mongi n Pinrang, p memberikan

arapkan dapat me ukan kepada pihak erkait, untuk

bijakan yang

milik usaPﬁaRkEcP“ikan bisni

ng akan data

suai dengan

dapat menjadi
khazanah keilmuan di bidang 1lmu pengetahuan terkait tentang ekonomi

Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.
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